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KATA PENGANTAR

Penyusun panjatkan puji syukur atas kehadirat damat Allah SWT.
yang telah dilimpahkan hingga dapat menyelesaikapotan Penelitian yang
berjudul “Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai edegSipil Berbasis
Transparansi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nbéndahun 1979 Tentang
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) (StiudDinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya) " Skripsi ini dib@udul seperti tersebut
sebagai suatu hasil pemikiran dalam rangka pemah@ada masalah penilaian
kinerja pegawai melalui daftar penilaian pelaksanpeakerjaan (DP3) sebagai
suatu penilaian terhadap kinerja pegawai negeil ggng bertujuan sebagai
bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pesmahbipegawai negeri sipil.

Namun, dalam kenyataannya dari pelaksanaan daft@nilaian
pelaksanaan pekerjaan sebagai tolok ukur dalam eimbangkan
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkdakdia penilaian prestasi
kerja pegawai pegawai negeri sipil diketemukan dangdanya penilaian tidak
berdasarkan kondisi yang objektif.

Penyusun berharap kiranya Skripsi ini bermanfadukurpara pegawai
negeri sipil untuk lebih mengerti manfaat dari dafpenilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) ini sehingga dapat meningkatkaerja dan profesionalismenya
sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam kesempatan ini, penyusun memberikan ucapamat&asih kepada :

1. Kepada seluruh dosen pembimbing yang membantu & bimebing
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Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Daftar Penilaian Palakan
Pekerjaan (DP3) (Studi di Dinas Pendidikan Proviresva Timur di
Surabaya) ” serta kepada Ketua Bagian Hukum Admnass Negara
Bapak Agus Yulianto,S.H.M.H
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ABSTRAKS
Reza Fithrony, Hukum Administras Negara, Fakultas Hukum, Universitas
Brawijaya Malang, September 2009, Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Berbasis Transparansi Berdasarkan PeratuesmeRntah Nomor 10 Tahun 1979
Tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)(DB8udi di Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabay@psen Pembimbing : (1) Agus Yulianto,SH.,MH.(2)
L utfi Effendi,SH.,M .Hum.

Pada penulisan skripsi,objek penelitian sekalicarsgymenjadi permasalahan meliputi 2
hal, yang pertama adalah pelaksanaan penilaian&ipegawai negeri sipil berbasis transparansi
dan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ieR@raturan Pemerintah nomor 10 tahun
1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegengari sipil yang kedua adalah mencari
faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambait gelaksanaan penilaian kinerja pada
pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Daftail®ieam Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Penilaian kinerja (performance appraisal) yang bBhmdemiliki peranan yang
sangat penting. Lebih dari itu dalam kehidupan wisgsi, setiap pegawai pasti
menginginkan mendapat penghargaan dan perlakuan a@ih dalam instansi tersebut
dan ingin mendapat peluang untuk mengembangkan rkpoannya semaksimal
mungkin. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untakgetahui adanya perbedaan
tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuaawaegserta untuk memperoleh
aparat yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggalah dengan melakukan penilaian
atas semua perilaku dan kegiatannya dalam meldiaganagas dan kewajibannya
sehari-hari. Pelaksanan penilaian terhadap lardayi para pegawai negeri sipil tersebut
mengunakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaad dari daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai baham-pahi@mbangan yang objektif dalam
pembinaan pegawai negeri sipil.

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliiaradalah metode pendekatan
yuridis sosiologis sehingga dapat mengetahui peaerahukum berdasarkan perundang-
undangan dengan realita yang terjadi di lapangakadi penelitian ini dilakukan di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pengambilan jemis sumber data serta populasi dan sempel
dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancarma alet berupa kuasioner dengan Kepala
Dinas, Kepala Bagian, dan Pegawai Dinas Pendidfarinsi Jawa Timur.Untuk teknik analisis
data dalam penelitian ini mengunakan metode degkapalisis kualitatif.

Dari hasil yang di dapat, penulis merasa pelaksapanilaian kinerja pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum terwujud secanaksimal dan transparansi.
Perkembangan penilaian daftar penilaian pelaksapekerjaan yang dilakukan pejabat penilai
terkesan statis tiap tahunnya sehingga terkesagrts@sal-asalan dengan tidak ada pembeda
antara pegawai yang berprestasi dan pegawai yaamgdioerprestasi. Sehingga penilaian daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan eh@epagai formalitas tidak seperti pada
dasarnya fungsi dari penilaian kinerja tersebuktdtefaktor penyebabnya kurang maksimal
penilaian tersebut diantaranya kurangnya pemahaadmpegawai tentang mekanisme penilaiain
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, kurangaya pendukung yang dimiliki oleh kepala
bagian untuk melakukan penilaian bawahanya sehimggap tahun cenderung sama,kepala
dinas menggunakan pengamanan batas minimum penileigna penilaian terhadap bawahanya
dipukul rata sama sehingga tidak dapat mengetatmg ynana pegawai yang bekerja dengan baik
dan tidak.

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai da®iRendidikan Provinsi Jawa Timur
belum terwujud secara maksimal dan transparansiapat banyak faktor yang menyebabkan ini
yakni dari pegawai masih rendahnya pemahaman ketentaftar penilaiaan pelaksanaan
pekerjaan dan tidak pernah melakukan keberatan, képala bidang pemahaman penilaian
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kinerja masih rendah, kurang melihat data pendukkmgangnya pembinaan melalui daftar
penilaiaan pelaksanaan pekerjaan dan dari kepalas diebih mengamankan angka batas
minimum, kurang memberi kesempatan umpan balikgiani bawahan.

Untuk lebih terwujudnya Lebih mengefektifkan lagiran daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) yakni dengan melakukan penilaiandédtar penilaian pelaksanaan pekerjaan
(DP3) secara lebih transparansi terutama dalamgmim penilaian yang tertulis pada peraturan
pemerintah nomor 10 tahun 1979 pasal 4 ayat 2 dimajabat penilai harus benar-benar harus
transparan dan memiliki data pendukung yang korsgfitingga tidak terkesan asal-asalan dan
merevisi undang-undang 43 tahun 1999 tentang keysgn yang mengatur tentang daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan sehingga tidaki mafsir tentang kegunaan dan manfaatnya
serta memberikan atau membuat akibat hukum bagi pgjabat penilai bila terjadi pelanggaran
terhadap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaamgggh memiliki kepastian hukum yang
kongkrit sebagai produk dari undang-undang.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (pegawai) merupakan unsur y#ah dalam
menentukan sehat tidaknya suatu instansi. Pengegyabasumber daya manusia
yang terencana dan berkelanjutan merupakan kebutydiag mutlak terutama
untuk masa depan Instansi. Untuk mewujudkan hadiperlukan manajemen
sumber daya manusia (MSDM) yang aktivitasnya dimalari manpower
planning; recruitment and selection; orientation; training dan education;
performance appraisal; promotion, transfer and demotion dan remuneration.*

Penilaian kinerja (performance appraisal) yang Bamgemiliki peranan
yang sangat penting. Lebih dari itu dalam kehidupaganisasi, setiap pegawai
pasti menginginkan mendapat penghargaan dan parlakang adil dalam
instansi tersebut dan ingin mendapat peluang untakngembangkan
kemampuannya semaksimal mungkin.

Sehingga dalam rangka usaha mencapai tujuan nagatamewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata dan bedmbungan materiil dan
spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri SipINS) sebagai abdi negara dan
abdi masyarakat yang bersatu padu, bermental baikyibawa, berdaya guna,
bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung Qaya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangumduk mewujudkan

pegawai negeri sipil yang demikian itu, maka Pemah membentuk suatu

! tim pusdiklat pegawaimeningkatkan efektifitas penilaian kinerja staf melalui DP3

pada bidang evaluasi dan pelaporan pusdiklat pegawai badan pendidikan dan pelatihan
keuangan, 2006, (online)http:// www.jurnalskripsidantesisinctanggal 16 agustus 2008




undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajibak, dan pembinaan
pegawai negeri, yaitu undang undang nomor 8 tah@ni4 lJpokok-pokok
kepegawaian dan terakhir dengan undang-undang néttahun 1999 tentang
pokok-pokok kepegawaian yang titik beratnya mul@rahkan pada prestasi
kerja pegawai negeri sipil sebagai abdi negara, beraftiMa seorang pegawai
negeri sipil harus selalu melaksanakan tugas-tunggmra dan mendahulukan
kepentingan negara diatas kepentingan pribadigdinngan. Sedangkan sebagai
abdi masyarakat mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan
tugasnya,seorang pegawai negeri sipil harus tetapsha melayani kepentingan
masyarakat dan memperlancar segala urusan anggetearakat.

Dengan semakin kritisnya masyarakat dan bersamaamgad
menggelindingnya era reformasi sekarang ini, kenagaratur negara sedang dan
akan terus menjadi sorotan masyarakat, mereka dé&agan cepat dan mudah
merespon segala sesuatu yang dilakukannya. apamagara tidak bisa lagi
bertindak dan bersikap sekehendaknya tanpa mentarnakepentingan
masyarakat sehingga mereka akan terus dituntut kunmeningkatkan
pelayanannya baik secara kuantitas maupun kualdasiKarena adanya
tantangan-tantangan baru untuk meningkatkan pedaygoublik baik kualitas
maupun kuantitasnya, dimana sudah tidak bias dirggi dalam organisasi
pemerintah terdapat perbedaan tingkat kemampuampelagetahuan yang cukup
mencolok yang dimiliki aparatnya, dibandingkan demgumber daya manusia
pada organisasi swasta, maka merupakan suatu hglwgen bagi pemerintah
untuk melakukan peningkatan dan pengembangan keonampengetahuan serta

keterampilan sumber daya manusianya, sehingga agikan akan biasa



menghasilkan aparatur yang memiliki tingkat kompstgang kompetitif dengan
sektor swasta.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengeddhanya perbedaan
tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuarawseg serta untuk
memperoleh aparat yang memiliki tingkat kompetying tinggi, ialah dengan
melakukan penilaiamtas semua perilaku dan kegiatannya dalam melakaana
tugas dan kewajibannya sehari-hari. Pelaksanama@enterhadap kinerja dari
para pegawai negeri sipil tersebut mengunakan rdgkailaian pelaksanaan
pekerjaan.

Kegunaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaaawaegnegeri sipil
sesuai pasal 20 undang-undang nomor 43 tahun ¥98ng perubahan atas
undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokipdlepegawaian yang
menyatakan bahwa:

"Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertangkan
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkdakdia penilaian prestasi
kerja”

Tujuan dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaaradalah sebagai
bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pesmabipegawai negeri sipil.

Namun, dalam kenyataannya dari pelaksanaan daft@nilaian
pelaksanaan pekerjaan sebagai tolok ukur dalam erimpangkan
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkdakdia penilaian prestasi
kerja pegawai pegawai negeri sipil diketemukan dangdanya penilaian tidak

berdasarkan kondisi yang objektif.



Hal ini terbukti dengan paparan kasus yang terymgkamedia massa
pada tanggal 28 Januari 2003 di mana telah tekggBwenangan seorang kepala
sekolah selaku pejabat penilai dari bawahanya langgyaitu para pengajar atau
guru di SLTP Negeri 2 Biak kota, kecamatan Biak Kamf Kasus ini terjadi
karena kepala sekolah selaku pejabat penilai @avabanya langsung yakni para
guru menilai kinerja mereka dengan nilai yang dvéla rata-rata. Hal ini sangat
bertolak belakang dengan keadaan obyektif yang das@ana pimpinan tidak
mempunyai data yang kongkrit untuk menilai stafrpiegpinan mengambil arsip
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) saafrada tahun sebelumnya
sebagai bahan penilaian daftar penilaian pelaksapa&kerjaan (DP3) tahun
sekarang, sehingga penilaian yang dilakukan olesaat langsung terhadap
bawahannya dari tahun ke tahun sama tidak menumja#tanya perubahan yang
berarti dan dampaknya penilaian daftar penilaiailaksanaan pekerjaan (DP3)
tidak berimbas pada kinerja pegawai.

Dari pemaparan kasus di atas dan di dukung dail hara surve yang
dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendidikan Pmvilawa Timur, dimana
diketemukan adanya indikasi permasalahan dari dagiénilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) yang menyangkut ketidakpuasaanpéailaian daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP3) oleh pejabat penilbadep pegawai bawahanya
langsung,dimana permasalahanya menyangkut tidalaisga nilai dari daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan &ipegawai pada kenyataanya,
adanya persamaan nilai daftar penilaian pelaksarsekerjaan (DP3) dari

pegawai yang memiliki kinerja yang baik terhadapse tugas dan kewajiban

2 www.radarbiak.comdiakses 16 agustus 2008



yang dibebankan kepadanya dan dengan pegawai yaaggkdalam menjalankan
tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sghiingga tidak dapat di
bandingkan mana pegawai yang kinerjanya baik dag karang baik.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan pesadis melakukan pra
surve di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sdrt@ambah dengan data-data
pendukung yang di dapat sebagai penunjang dalaakoieln penelitian di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur ditemukan identgikgpermasalahan yang
timbul mengenai daftar penilaian pelaksanaan pa#erj(DP3) iniyang mana
garis besar permasalahnya mengenai tidak puasryad#tgp hasil penilaian dan
tidak berartinya hasil dari daftar penilaian petai@an pekerjaan (DP3) terhadap
kinerja mereké.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makalipemengambil judul
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sa@tbasis Transparansi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahur® I%htang Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) (Studi caDirendidikan Provinsi Jawa

Timur di Surabaya)

® Wawancara dengan pegawai Dinas Pendidikan Proléng Timur pada 4 agustus
2009



B. Rumusan M asalah

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja pegawaabe transparansi
di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkeraturan
Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentang penilaialakg@naan
pekerjaan pegawai negeri sipil?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalakganaan
penilaian kinerja pada pegawai negeri sipil di BiRendidikan Provinsi
Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah nofdaldun 1979
tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)tDP3

3. Upaya-Upaya yang Dapat Mengatasi Hambatan-Hamb&alam
pelaksanaan penilaian kinerja pada pegawai negpii di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Pematiamerintah
nomor 10 tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pafean Pekerjaan
(DP3)?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam siripi adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan @enilkinerja
pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa TimukagrPeraturan
Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentang penilaidakgenaan
pekerjaan pegawai negeri sipil.

2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa fékéor yang
menjadi penghambat dari pelaksanaan penilaian jainpegawai

negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timyang



berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahihté@iang Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

3. Untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan Uppggelyang
Dapat Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam pelaksgpaafaian
kinerja pada pegawai negeri sipil di Dinas PendidilProvinsi Jawa
Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1ta879 tentang
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam peaeliini terdiri dari
beberapa hal yakni :
a. Manfaat teoritis
1. Mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengaralalaskepegawaian
terutama dalam hal penerapan daftar penilaian pataan pekerjaan.
2. Untuk mengimplimentasikan ilmu yang telah dipefajaleh penulis
dalam setiap perkuliahan di Fakultas Hukum UnivassiBrawijaya
Malang terutama mata kuliah konsentrasi hukum adina@si negara serta
mengetahui realita yang terjadi di lapangan.
b. Manfaat praktis
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil

Penilaian tersebut berperan sebagai umpan balitartgnberbagai hal
seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan poiengang pada gilirannya
bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencal@m pengembangan
kariernya. Apabila hasil dari penilaian tersebutmberikan hasil nilai yang

positif, maka diharapkan bisa memberikan motivasi untuatabekerja,



mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya ddebdn baik, dimasa
yang akan datang. Sedangkan bila hasilnggatif, maka diharapkan pegawai
yang bersangkutan bisa mengetahui kelemahan daardtefannya sehingga
diharapkan pegawai tersebut bisa memperbaiki baiérjle maupun perilakunya
dimasa mendatang.
4 Bagi Instans Terkait

Dengan adanya penilaian tersebut para pimpinassabmengetahui
bagaiman kredibilitas dari para pegawai, apabilail hdari penilaian tersebut
positif, maka akan dapat membantu pimpinan dalam meng&eymitusan untuk
kemungkinan melakukan program pengembangan yangt tbpgi pegawali
bersangkutan sesuai dengan bakat dan kemampud®elgn itu pula berguna
untuk memberikan kompensasi, kenaikan pangkatpdamosi jabatan.

Sedangkan apabila hasil penilaian tersefegatif, akan berguna bagi
pimpinan untuk identifikasi kebutuhan program pdidin dan pelatihan,
konseling, desain pekerjaan,penempatan, dan deyapg semuanya berguna
untuk meningkatkan kinerja para pegawai yang mi&gawai negeri sipil masih
kurang memuaskan.
3. Bagi Pemerintah

Dengan kenyataan yang ada di lapangan diharapkarerpgah lebih
mengoptimalkan lagi peraturan yang mengatur mengeegawai negeri sipil
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sehingga pagawai negeri tidak
terkendala lagi mengenai mekanisme dari penilaiegawai negeri sipil oleh
atasanya sehingga diharapkan kinerja dari parawsgaegeri semakin baik

kedepannya .



E. Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Merupakan bab yang isinya menguraikan latar belgkamilihan judul, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistenpnulisan.

BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengurai tentang beberapa yaog dapat mendukung
serta mempermudah pembahasan terhadap suatu ptmasgang ada serta
pemecahan terhadap masalah yang ada. Teori-tewitgedapat dalam bab kajian
pustaka ini meliputi mengenai pegawai administrdaftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaam téatang pengaertian
mengenai kinerja.

BAB Il METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menguraikamgemai cara pelaksanaan
penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan pemeliyang digunakan,

menjelaskan lokasi penelitian beserta alasan-ajasgenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, populasi dan sampel sektak analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil dari pengumpulan datiag berua gambaran umum
mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ks@laaan penilaiaan daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan dan penerapanyahapelah sesuai dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 20 daatuPan Pemerintah 10

tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekegoggewai negaeri sipil.



10

BAB V PENUTUP
Merupakan bab terakhir dari peenulisan skripsi yang menyajikan tentang
beberapa kesimpulan dari hasil penelitian di lokzemelitian dan saran-saran

yang diberikan oleh penulis terhadap hasil pea@lijiang telah dilakukan.



BAB ||
KAJIAN PUSTAKA
A Kajian Umum Pegawai Negeri Sipil
1. Fungsi Dan Peranan Pegawai Negeri Sipil
a. Beberapa pengertian tentang pegawai negeri

- Menurut kamus umum bahasa Indonesia W.J.S Pdamiata, kata pegawai

berarti : “ orang yang bekerja pada pemerintahugsraan dan sebagainya).
Sedangkan “negeri”’ berarti : “ negara” atau “pentah.” Jadi pegawai negeri
adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atgushe
- Menurut KUHP, pengertian pegawai negeri ini @digddan dalam pasal 92 yang
berbunyi:
a. Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yangdbsarkan atas aturan-
aturan umum,juga orang-orang yang bukan karenalipamimenjadi anggota
badan pembentuk undang-undang, Badan pemerintaéharbadan perwakilan
rakyat yang yang dibentuk pemerintah atau atas memerintahan, juga dewan
daerah serta semua kepala rakyat Indonesia aslképala golongan timur
asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
b. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ayius perselisihan,
yang disebut hakim termasuk orang yang menjalapleadilan administrasi,
serta anggoa dan ketua peradilan agama.
c. Semua anggota angkatan perang juga termasuk pe(zejabat).

- menurut undang-undang nomor 43 tahun 1999 pasgedgertian pegawai

negeri adalah :

3 W.J.S Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indoneséa Bustaka,Jakarta,him. 514

11
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1) Pegawai negeri adalah setiap warga negara Rkpmbolonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehba¢jgang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atanathistugas negara lainnya,
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undayaganberlaku.

berdasarkan pasal 1 di atas ayat 1, maka pegageiiraelalah :
a) Yang setelah memenuhi syarat-syarat yang dkantudalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku
b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang
c) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri asauadi tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu paratperundang-
undangan
d) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yenigku

2) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang nm@miplkewenangan
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegegaii berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang kajebatan atau tugasnya
berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkantupana perundang-
undangan yang berlaku.

4) Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota tantiestinggi/tinggi negara
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasarda®4Bejabat Negara
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

5) Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang a@isekang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, terntisdi&lamnya jabatan



6)

7

8)

13

dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggara, dan kepaniteraan
pengadilan

Jabatan karier adalah jabatan struktural damgsional yang hanya dapat
diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhiaygang ditentukan.
Jabatan organik adalah jabatan negeri yang ietygas pokok pada suatu
satuan organisasi pemerintah.

Manajemen pegawai negeri sipil adalah keselurubpaya-upaya untuk
meningkatkan  efisiensi, efektivitas dan derajat fesimnalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban keysga, yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan Kkualitasmpegae, promosi,

penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.”

- menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999

1) Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalgat (1) huruf a,
terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimakslaindayat (1),
pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawkitathp.

Dalam penjelasannya undang-undang 43 tahun 1998 Raswyat (2)

disebutkan bahwa:



2.
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a) Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil parsalalf :

pegawai negeri sipil pusat yang gajinya dibebarpaoa anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) dan padatdepan, lembaga
pemerintahan non departermen, Kesetariatan Lem@aginggi dan
kepaniteraan pengadilan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja padaspéan jawatan.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukara perah otonom
- Pegawai negeri pusat yang berdasarkan sesuatturzer perundang-
undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada baaian seperti
perusahaan umum,yayasan, dan lain-lain.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam pasdlBNomor 43 tahun 1999,

menentukan sebagai berikut :

“Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparagara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarak&cara
profesional, jujur, adil, dan merata dalam penygi@maan tugas negara,
pemerintahan, dan pembangunan”.

Dalam penjelasan pasal 3 ini dikatakan bahwa ramuksedudukan

pegawai negeri ini bertolak belakang dari pokokrpik, bahwa pemerintah tidak

hanya menalankan fungsi umum pemerintahan, tetaga jharus mampu

melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan katapkmerintah bukan

hanya menyelenggarakan tertib pembangunan untidnkegan rakyat banyak.

4 Soetomo S.H,Hukum Kepegawaian Dalam Praktek, Usiasional,Surabaya ,him.13
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Agar pegawai negeri sebagai unsur aparatur negdrdi negara dan abdi
masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengamizil, ia harus mempunyai
kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap pancastdangiundang dasar 1945,
negara dan pemerintahan, sehingga dengan demikigat dnemusatkan segala
perhatian dan pikiran serta mengarahkan tugas p&@desn dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kesetiaan dan ketaatan tersebut mengandung pemgbehwa pegawai
negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan perlrintal ini perlu
ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan das ganpinan yang jelas dan
tegas

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Prof.Divajudi Admosudirjo,
yang mana menurut beliau tugas dari aparatur ndgi@ali Indonesia sekarang
terdiri dari®:

1) Perencanaan (planning)

2) Pengaturan (regeling)

3) Tata pemerintahan (bestuur)

4) Kepolisian (polisi)

5) Penyelesaian perselisihan secara administrasi f(é@gtrative rechts

pleging)

6) Tata Usaha Negara

7) Pembangunan

8) Penyelesaian Usaha-usaha Negara.

Dari semua yang dikemukakan Prof. Dr. Mr. Prajudindsudirjo, di atas

®> Soetomo S.H, ibid,him. 15
® Prof. Dr. Mr. Prajudi Admosurdijo, Hukum AdminisiaNegara, him. 25



16

ternyata tugas-tugas aparatur cukup berat, yamigldmnya juga termasuk tugas

pembangunan.

3.

Kewajiban Pegawai Negeri

Kewajiban pegawai negeri sipil diatur dalam pasgbasal 5 dan pasal 6

undang-undang nomor 43 tahun1999 :

a)

b)

Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepadagsila, undang-
undang dasar 1945, negara, dan pemerintah, sgrtamenjaga persatuan
dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan remduitesia.(pasal 4)
Setiap pegawai negeri wajib mentaati segala pematyverundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas keadingang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdiamdatas, dan
tanggungjawab (pasal 5)

(1) Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahadatpn.

(2) Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rafsmstan kepada
dan atas perintah pajabat yang berwajib atas kuagang-undang

Hak Pegawai Negeri Sipil

Hak pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 8ap8&, pasal 9 dan pasal

10 undang-undang 43 tahun 1999

(1)

(2)

3)

a)

Pasal 7

Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji ydiglan layak sesuai
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampemacu
produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagainthmeaksud dalam
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ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

b) Pasal 8
Setiap pegawai negeri berhak atas cuti.
c) Pasal 9

(1) Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatelakaan dalam dan

karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak mehepeperawatan.

(2) Setiap pegawai negeri yang menderita cacahgas atau cacat rohani
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya g yan
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalanat@b apapun juga,

berhak memperoleh tunjangan.

(3) Setiap pegawai negeri yang tewas, keluargaeyaak memperoleh uang

duka.
d) Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaeagtsyang ditentukan,

berhak atas pensiun.
B. Kajian Umum Tentang Transparans dan Informasi
1. Pengertian Transparans

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tind@kakebijakan yang
diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan
timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat mefs@nyediaan informasi

dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh infaryeasy akurat dan

"Mas’oed,Mochtar,1997.Politik,Birokrasi,danpembarmuiy ogyakarta:
Daftar Pelajar,him 34
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memadai.

2. Pengertian Informasi

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyartakak berpartisipasi
dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan habigrpemerintah daerah perlu
proaktif memberikan informasi lengkap tentang katan dan layanan yang
disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah damdh mendayagunakan
berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosegflet, pengumuman melalui
koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah dagrarlu menyiapkan kebijakan
yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.j#em ini akan memperjelas
bentuk informasi yang dapat diakses masyarakapatabentuk informasi yang
bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan iaf)ymlama waktu
mendapatkan informasi serta prosedur pengaduanlapaformasi tidak sampai

kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peratymag menjamin hak
untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumstndmen pendukung adalah
fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk
penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ddapenyelenggara

pemerintah, maupun prosedur pengaduan.
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indikator yang dapat digunakan untuk mengukur parensi, yaitu
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakatlaer penyelenggaraan

pemerintahah

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap petaieai,
meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipdgagiam pembangunan

daerahnya dan berkurangnya pelanggaran terhadaptuger perundang-

undangan.
@ Kajian Umum Tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3)

1. Pengertian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegasgeri sipil adalah
laporan hasil kinerja pegawai selama satu tahug gadalamnya terdapat unsur-
unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaaaraisgopegawai negeri sipil
merupakan salah satu aspek atau faktor pendukuaghdangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kingsggmerintah tidak pernah akan
terwujud, tergambarkan atau terealisir secara ngatakonsisten bila pegawai-
pegawai yang ada di dalam suatu instansi terseblakukan kegiatan (tugas dan
tanggungjawab) selalu berbuat menyimpang dari atataran atau norma-norma

yang berlaku.

Perlu digarisbawahi, bahwa setiap pegawai bagkgy langsung

berurusan dengan publik atau tidak langsung tetpishaccountable kepada

8 Wusanto,|G.1986.Manajemen Personalia.Jakartaust@n,him.24
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atasannya dan yang mengontrol tugas dan pekerjaarmdieh karena itu,
komitmen dari seluruh pejabat, pegawai (atasan lzasuahan) untuk bekerja dan
melaksanakan tugas dan pekerjaan sebaik-baiknygadedipenuhinya kriteria
yang diinginkan oleh setiap instansi seperti keahlipengetahuan, ketrampilan

guna kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjasai pesisi.

Ketentuan yang mengatur tentang daftar penilpglaksanaan (DP3) di

seluruh Indonesia ini terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor No. 43 Tahun 1999 tentarakolePokok

Kepegawaian, Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tgrPamilaian Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) .

Daftar tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangalam
melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil datargkp waktu satu tahun
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Daftaebert digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembinaaawaegiegeri siplil
berdasarkan sistem Kkarier dan prestasi kerjanyataraan lain dalam
mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan abapemindahan,
kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. Nilai dalaraftdr penelaian pelaksanaan
pekerjaan digunakan sebagai bahan pertimbangammdaienetapkan mutasi
kepegawaian dalam tahun berikut kecuali ada pearbdbrcela dari pegawai

negeri sipil yang bersangkutan yang dapat menguraagtersebut
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2. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pengertian penilaian pelaksanaan pekerjaan yangifdiekomprehensif

meliput® :
a. penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasngukur atau
menilai, dan mengelola pelaksanaan pekerjaanpaiehpegawai.
b. Penilaian kinerja adalah usaha mengidentifidasi menilai aspek-
aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh kiepsulksesan
organisasi non profit dalam mencapai tujuannya.
C. Penilaian  kinerja adalah kegiatan mengukuril@ieruntuk

menetapkan seorang pegawai sukses atau gagal m dala
melaksanakan pekerjaannya dengan mempergunakardaistan

pekerjaan tolok ukurnya.

Penilaian kinerja bukan merupakan kegiatan koratal pengawasan dan
bukan pula mencari-cari kesalahan untuk menjatutdarksi atau hukumkh
Kegiatan penilaian kinerja difokuskan pada usahaguegkapkan kekurangan
dalam bekerja untuk diperbaiki dan kelebihan bekentuk dikembangkan, agar
setiap pegawai mengetahui tingkat efesiensi daktietas kontribusinya dalam
melaksanakan pekerjaannya guna mencapai tujuamisegi non profit yang
memperkerjakannya. Untuk itu aspek-aspek yangalihdrus sesuai dengan apa
yang seharusnya dikerjakan, sebagaimana terdapdalam analisis pekerjaan

berupa deskripsi pekerjaan.

®Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi NoofiPBidang Pemerintahan,
Gajah Mada University Press, Yogyakarta.2003,hi#5. 3
®Amstrong,M,performancemanagement,Clays, Ltd,st, keeEpgland.1998,
him.194
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Tolak ukur penilaian kinerja merupakan tolok ukumekja yang
mendorong organisasi mencapai tujuan. Syarat-sy@eatlaian dan indicator
penilaian kinerja pendekatannya sama dan dapatadi@alikkan pengunaannya.
Beberapa organisasi menggunakan penilaian kinerfakuhasil yang bersifat

kuantitatif dan indikator kinerja untuk keadaamgersifat kualitatif.

Dalam proses penilaian pelaksanaan pekerjaan sahgatiukan tolok
ukur sebagai pembanding cara dan hasil pelaksgredaarjaan seorang pegawai/
karyawan. Tolok ukur itu disebut standar pekerjgang harus dibuat jika hasil
analisis pekerjaan sudah tidak sesuai lagi untpkrdunakan, karena sebagian
besar atau seluruh tugas-tugas dan cara melaksangk sudah mengalami
perubahan atau perkembangan, sebagai wujud dadamidia pekerjadr
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, mekgegian standar pekerjaan
adalah sejumlah kriteria yang dijadikan tolok ukteu pembanding pelaksanaan
pekerjaan. Sedangkan pengertian lainnya adalalpdra@ganisasi pada pegawai

dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jgealehari-hari.

Standar kinerja dapat dibuat dari uraian jabataokumengaitkan defenisi
jabatan statis ke kinerja kerja dinafisStandar kinerja juga dibuat untuk setiap
individu dengan berpedoman pada uraian jabatanrfyetiap karyawan
mengusulkan sasarannya-sasarannya sendiri kepag@pn secara tertulis, bila
keduanya menyepakati setiap sasaran,kemudian dédqpett pernyataan sasaran

secara tertulis.

" Handari Nawawi,Op.cit,him. 402

1 Thomas C, Alewine, 2002, Seri Manajemen Sumber D#anusia “Kinerja
Perfomance”(Ed), Penilaian Kinerja dan Standar Kinehal 224 — 249, Jakarta, PT. Alex
Media Komputindo-Kelompok Gramedia.
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Standar kinerja dianggap memuaskan bila pernyayaanmenunjukkan
beberapa bidang pokok tanggung jawab pegawai, ntelpagaimana suatu
kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkanagiarh kepada mekanisme

kuantitatif bagaimana hasil-hasil kinerjanya akarkadr.

Standar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang hi@gmakan adalah
metode graphic rating scale (GRS). Dalam model GRS, Penilai (rater)
mencantumkan daftar perilaku kerja (traits) dengabuah kisaran penilaian
untuk setiap perilaku tersebut yang biasanya merajgan Likert Scale (amat

bagus, bagus, cukup, sedang, dan kurang)

3. Unsur-Unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Unsur-unsur yang terdapat dalam daftar penilaidakpanaan pekerjaan
(DP3) meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, tanggjawab, ketaatan, kejujuran,

kerjasama, prakarsa, dan kepemimpitian.

1. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan menaati, melaksand&an
mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penufiskesadan tanggung
jawab. Kesetiaan meliputi pengabdian kepada Paacbsmdang-Undang

Dasar 1845, Negara dan Pemerintah.

2. Prestas Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pagaw
negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebakkpadanya. Pada
umumnya prestasi seorang pegawai negeri sipil argan dipengaruhi
oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan g§gsbhan pegawai

negeri sipil yang bersangkutan.

13 Handari Nawawi,Op.cit,him.395
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. Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadaepgad sebaik-
baiknya dan tepat pada waktunya serta berani mémisiko atas

keputusan yang diambilnya atau tindakan yang ddakaoya.

. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai negeri stpk umenaati
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedingsag berlaku,
mentaati perintah kedinasan yang diberikan olebaatgyang berwenang,

serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangag digentukan.

Kegujuran merupakan ketulusan hati seorang pegawai negdridsilam
melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak nahguabtakan

wewenang yang diberikan kepadanya.

. Kerja sama adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipilkuntu
bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam nesayan sesuatu
tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya gamdasil guna yang

sebesar-besarnya.

. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil kuntu
mengambil keputusan, langkah-langkah atau melakaana sesuatu
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugakokp tanpa

menunggu perintah dari atasan.

. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipikunt
meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkaaraanaksimal untuk

melaksanakan tugas pokok.
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Adapun nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan derggbutan dan angka

sebagai berikut :

a) Amat baik =91 -100;
b) Baik =76- 90;

c) Cukup =61- 76;

d) Sedang =51- 61;

e) Kurang = 50 ke bawah.

Setelah dilakukan penilaian pelaksanaan pekerj@hadap seorang
pegawai negeri sipil, maka hasil penilaian tersebotasukkan ke dalam suatu
format yang sudah ditentukan, yaitu dengan menjunmdai semua unsur

penilaian tersebut.
4. Pegabat Penilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawarirsgi yang dinilai.
Pejabat penilai serandah-rendahnya berpangkat &epakan atau pejabat lain
setingkat dengannya, kecuali ditentukan lain oleklenteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi ataugdiinNegara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah non Departemen, dan Gubernaogldingannya masing-

masing.

Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelakaanzekerjaan terhadap
pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkunganRgjabat penilai baru dapat
melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan apabil@lah membawahi yang

bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan. Pepdnatai yang belum
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membawahi pegawai negeri sipil selama enam bulpatadaembuat penilai daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunalgdman-bahan yang

ditinggalkan pejabat penilai sebelumnya.
5. Tata Cara Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam prosesaanipelaksanaan
pekerjaan sangat diperlukan tolak ukur sebagai pedibg cara dan hasil
pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai atau stak dkur itu disebut standar

pekerjaart’ .

. Dalam organisasi pemerintahan standar kinerjasdidkan pada uraian
pekerjaannya yang melekat pada tugas pokok darsifuay (tupoksi) dimasing-
masing bidang tugas. Adapun tata cara penilaian piilai daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan peraturan pé&sheNomor 10 tahun 1979

sebagai berikut :

1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian, alpaiai telah membawabhi

pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurangrgimya 6 bulan.
2. penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun.

3. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yandn téigi oleh Pejabat
Penilai harus diserahkan kepada pegawai negeriysipg dinilai.

4. pegawal negeri sipil yang dinilai dapat mengajukkeberatan baik
seluruhnya atau sebagian.

5. Keberatan harus diajukan paling lambat 14 $etelah diterima Daftar

penilaian pelaksanaan pekerjaan dari pejabat penila

4 Handari Nawawi,ibid,him.402
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6. pegawai negeri sipil yang dinilai wajib mengetitan daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan kepada pejabat penilai.

7. Pejabat Penilai menyampaikan daftar penilaglaksanaan pekerjaan

kepada atasan pejabat penilai.

6. Sistem Penilaian Prestasi Kerja Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan DP3

Didalam melakukan penilaian prestasi kerja pegaemebut, diperlukan
suatu sistem yangraktis, relevan, handal, dan dapat diterima, sehingga hasil
yang dicapai dari penilaian tersebut bisa bermanfa#k untuk pegawai itu
sendiri maupun bagi administrasi kepegawaian igstdimana pegawai negeri
sipil tersebut bekerja.

Suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baikishéisa menampung
berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh pagawai, terutama yang
mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasilgk dapat disangkal
bahwa berbagai situasi yang dihadapi oleh sesedlidngr pekerjaannya, seperti
masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jaesial dan berbagai
masalah pribadi lainnya pasti berpengaruh terhadegtasi kerja seseorang. Hal
ini berarti sistem penilaian tersebut harus memunkgk para pegawai untuk
mengemukakan berbagai masalah yang dihadapinya Kegpala instansi
seyogianya memberikan bantuan kepada para pegawainyuk mengatasi
masalahnya itu.

Menurut Cascio, ada enam syarat yang bisa dipakaikumengukur

efektif tidaknya suatu sistem penilaian prestagekgaitu :



28

a. Supervisor (penilai), mengukur kemampuan dan motivasi pedigdam
melakukan penilaian secara terus menerus, merumyskstasi kerja pegawai
secara objektif, dan memberikan umpan balik ke padawali.

b. Relevance (keterkaitan), mengukur keterkaitan langsung unsisur
penilaian prestasi kerja dengan uraian pekerjaan.

c. Sensitivity (Kepekaan), mengukur keakuratan/kecermatan system
penilaian prestasi kerja yang dapat membedakanwaegang berprestasi dan
yang tidak berprestasi, serta sistem harus dapgtindkan untuk tujuan
administrasi kepegawaian.

d. Reliability (Keterandalan), mengukur keandalan dan konsistexat
ukur yang digunakan.

e. Practicality (kepraktisan), mengukur alat penilaian prestagakgang
mudah digunakan dan dimengerti oleh penilai danabawnya.

f. Acceptability (dapat diterima), mengukur kemampuan penilai dalam
melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan tugastahggung jawab
bawahannya. Mengkomunikasikan dan mendefenisikagatejelas standar dari
unsur-unsur penilaian
yang harus dicapai.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Pada Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan DP3

Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang bailablak suatu hal yang
mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal mauputernal yang akan
mempengaruhi penilaian terhadap prestasi kerjawsg8erbedanya lingkungan

dan bentuk instansi serta kurangnya kemampuan dativasi penilai dalam
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melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penija@ing dilakukan sehingga
bisa mengakibatkan bias dalam penilaian, apalagiamkukuran yang digunakan
bersifat kualitatif.

1. Lingkungan Eksternal Organisasi

Lingkungan sekitar organisasi dari hari ke harirakerus menempatkan
tuntutan-tuntutan terhadap organisasi dan pegawaingtuk meningkatkan
produktivitas kerjanya. Lingkungan akan semakin getitif dalam berbagai
bidang, karena berbagai perubahan yang demikiaatipes sehingga adanya
kinerja organisasi yang memiliki tingkat keunggulkompetitif (competitive
advantage) dan keunggulan komparatftomparative advantage) akan menjadi
suatu hal yang sangat penting. Tuntutan juga atand dari masyarakat. Mereka
yang mempunyai anggapan bahwa rakyatlah yang mgnmggawai negeri sipil
sudah sewajarnya untuk mendapatkan pelayanan yang gari pegawai negeri
sipil atas semua urusan dan kepentingannya.

Oleh karena itulah maka penilaian atas prestaga keegawai harus
dilaksanakan secara teratur dan akurat.

2. Lingkungan Internal Organisasi

Karakteristik masing-masing organisasi itu sendijuga akan
mempengaruhi penilaian kinerja pegawai. Dalam strubrganisasi tersebut akan
menentukan siapa yang akan bertanggung jawab uméuilai. Dalam struktur
organisasi yang menghargai rantai komando, sebagaimdalam instansi
pemerintah, maka yang menjadi atasan langsung [éghwyang akan
melakukan penilaian.Sedangkan dalam struktur yamgmgimargai komunikasi

lateral, seperti dalam beberapa organisasi swasar,bindividu-individu dalam
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berbagai posisi mungkin juga akan ikut melaksangdeamlaian. Selain itu, iklim
organisasi, sifat dan karakter penilainyapun akart mempengaruhi penilaian
kinerja tersebut.
D. Kajian Umum Tentang Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan @es® secara
keseluruhan selama periode tertentu di dalam metaksn tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, seperti standar kexg, target atau sasaran atau
kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu delah disepakati bersama. Jika
dilihat dari asal katanya, kata kinerja adalaheteghan dari katgerformance,
yang menuruiThe Scribner-Bantam English Distionary, terbitan Amerika Serikat
dan Canada (1979), berasal dari akar ketgérform” dengan beberapaefitries’

yaitu:

(1) melakukan, menjalankan, melaksanakendp or carry out, execute); (2)
memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niatretzar (to discharge of

fulfill; asvow);

(3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jéaakecute or complete

an understaking);

(4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh segpatan mesint¢ do what is
expected of a person machine). Beberapa pengertian berikut ini akan memperkaya

wawasan kita tentang kineffa

!5 Dikutip dari sumber di internet http // http:// wajurnalskripsidantesisi.cotanggal
16 agustus 2008
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. Menurut Stolovitch and Keeps kinerja merupakan issepgkat hasil yang
dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian pettksanaan sesuatu
pekerjaan yang diminta

. Menurut Griffin kinerja merupakan salah satu kunaputotal dari kerja
yang ada pada diri pekerja

. Menurut Mondy and Premeaux kinerja dipengaruhi tlgian .

. Menurut Hersey and Blanchard kinerja merupakan usdangsi dari
motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas pekerjaan,
seseorang harus memliki derajat kesediaan dan aingkemampuan
tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorangldidacukup efektif
untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yasgegekang apa yang
akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

. Menurut Casio kinerja merujuk kepada pencapaiamatukaryawan atas
tugas yang diberikan.

. Menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich kinerja upek kepada tingkat
keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kenaanyoiuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakank b@dan sukses jika
tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik

. Menurut Robbin pencapaian tujuan yang telah diketapnerupakan salah
satu tolok ukur kinerja individu. Ada tiga kriteridalam melakukan
penilian kinerja individu, yakni: (a) tugas indivd(b) perilaku individu;
dan (c) ciri individu .

. Menurut Schermerhorn, Hunt and Osborn kinerja s@bé&galitas dan

kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, baik yalagukan oleh individu,
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kelompok maupun perusahaan .

9. Menurut Robbins kinerja sebagai fungsi interaksasnkemampuan atau
ability (A), motivasi ataumotivation (M) dan kesempatan atapportunity
(O), yaitu kinerja = f (A x M x O). Artinya: kineajmerupakan fungsi dari
kemampuan, motivasi dan kesempatan. Dengan demikkamerja
ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasin dkesempatan.
Kesempatan kinerja adalah tingkat-tingkat kinerjang tinggi yang
sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintangagiangan yang
mengendalakan karyawan itu. Meskipun seorang iddivimungkin

bersedia dan mampu, bisa saja ada rintangan yanganeenghambat.

Sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaaorses) atau kelompok
orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyaad@annya sesuai dengan
tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang dikarmaplika dikaitkan dengan
performance sebagai kata bendaoun) di mana salah satu entrinya adalah hasil
dari sesuatu pekerjaathifig done), pengertianperformance atau kinerja adalah
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang kdbumpok orang dalam suatu
perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jaasng-masing dalam
upaya pencapaian tujuan perusahaan secara ledplt, melanggar hukum dan

tidak bertentangan dengan moral atau etika.

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdemdiri, tapi berhubungan
dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipehgasleh keterampilan,
kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena menurut modebartner-

lawyer, kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi obdtidr-faktor;
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(a) harapan mengenai imbalan;
(b) dorongan;
(c) kemampuan; kebutuhan dan sifat;
(d) persepsi terhadap tugas;
(e) imbalan internal dan eksternal;
(f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuksga.
Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentule@mtagya hal, yaitu:
(1) kemampuan,
(2) keinginan
(3) lingkungan.

Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang ba&seorang harus
mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakagrtas mengetahui
pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ineta yang baik tidak akan
tercapai. Dengan kata lain, kinerja individu dapitingkatkan apabila ada
kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kinelijadu dipengaruhi oleh
kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adaktaspan individu terhadap
pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasilamamimengenai seberapa jauh

pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskatukabnya.

Kepuasan tersebut berhubungan dengan faktor-faktbvidu, yakni: (a)
kepribadian seperti aktualisasi diri, kemampuan ghedapi tantangan,

kemampuan menghadapi tekanan

(b) status dan senioritas, makin tinggi hierarkisalam perusahaan lebih mudah
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individu tersebut untuk puas.

(c) kecocokan dengan minat, semakin cocok mindivithu semakin tinggi

kepuasan kerjanya
(d) kepuasan individu dalam hidupnya, yaitu indivyang mempunyai kepuasan
yang tinggi terhadap elemen-elemen kehidupannyeag ek berhubungan

dengan kerja, biasanya akan mempunyai kepuasamykerg tinggi.



BAB I11
METODE PENELITIAN

1. M etode Pendekatan

Sesua dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis
sosiologis. Maksud digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah nomor
10 tahun 1979 tentang daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) serta
apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat’. Menurut Soerjono
Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-
hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya
lebih ditekankan kepada segi hukum dengan mengadakan langsung ke
lokasi, yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

2. L okas Pendlitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Provins Jawa

Timur di Surabaya dengan alasan sebagai berikut :

a) Karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan Instansi
Dinas yang memiliki jumlah tenaga kerjanya paling banyak
dibandingkan instansi yang lain sehingga relevansi permasalahan
tentang daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan disana juga

dimungkinkan cukup besar.

b) Karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan salah

1> Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul-Press,
him. 25

35
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satu instans yang memiliki tanggung jawab besar di bidang
pendidikan dan memiliki cakupan wilayah yang sangat luas
terhadap bidang kerjanya sehingga kinerja para Pegawai Negeri
Sipil di Dinas Pendidikan Provins Jawa Timur harus baik dan
dengan penelitian mengenai daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) ini diharapkan kinerjanya para pegawa negeri
sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur lebih maksimal

lagi.

3. Jenisdan Sumber Data
a) Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi
2 (dua) jenis yaitu : data primer dan data sekunder.

1) Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan
cara wawancara dengan responden terkait dan penyebaran angket berupa
kuasioner di lapangan™® yaitu pelaksanaan dari penilaian kinerja pegawai
yang di dasarkan pada Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) pada instans
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

2) Data Sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
studi dokumentasi'’, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dengan
cara mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, buku-buku, surat
kabar, browsing melaui internet, serta literatur ilmiah lain yang

berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

!¢ Soerjono Soekanto, Op.cit, him. 12
" Cholid Narbuki, Metode Penelitian Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1999, him. 85
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b) Sumber Data
1) DataPrimer
Data yang diperoleh langsung dari hasil penarikan kuisioner yang
diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provins Jawa Timur, Kepala
bagian masing-masing bidang, Pegawai di masing-masing bidang
2) Data Skunder
Data yang diperoleh dari masukan-masukan sekitar masalah objek yang
dikagji melalui penelitian yang bersumber pada literaur, penelusuran situs
internet, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai
sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas®®.
Data skunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli
hukum yang berkaitan dengan masal ah yang diangkat pada penelitian yang
terdiri dari:
1) Peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Daftar
Pelaksanaan Penilaiaan Pekerjaan.
2) Bahan-bahan yang diperoleh dari buku.
3) Bahan-bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang didapat baik dari
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4) Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, dan perpustakaan pusat

Universitas Brawijaya.

'8 Soerjono soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990, him.25
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4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Dengan memberikan pertanyaan melaui teknik kuasioner dan wawancara

langsung terhadap responden yang diberikan kepada aparatur Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur yang terkait yakni kepala Dinas Pendidikan Provins Jawa
Timur, kepala bidang, dan juga beberapa pegawai di bidang yang berbeda-beda
dan untuk.

2) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data
dengan cara menghimpujn dan mempelgari berbagai informasi-informasi yang
terkait dengan materi penulisan dan dokumen-dokumen yang mendukung dengan
kelengkapan penulisan, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan serta
kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
5 Populasi Dan Sampel

a. Populas

Populas atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau
seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti. Populas

penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
b. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik
pengambilan sample dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan
sample bertujuan (purposive sampling). Dimana penulis memilih subjek-subjek
dari anggota populasi yaitu pihak-pihak yang representative. Sample dalam

penelitian ini meliputi seluruh aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
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yaitu :

1) KepalaDinas Pendidikan Provins Jawa Timur

2) Kepala Bidang Pendidikan TK/SD Dan Pendidikan Khusus, Kepaa
Pendidikan Menengah Pertama Dan Pendidikan Menengah Keatas, Kepala
Bidang Menengah K guruan dan Perguruan Negeri, Kepala Bidang Pendidikan
Non Formal, Informal Dan Nilai Budaya, Kepala Pendidik dan Kependidikan.

3) Pegawai Bidang Pendidikan TK/SD Dan Pendidikan Khusus, Pegawai
Pendidikan Menengah Pertama Dan Pendidikan Menengah Keatas, Pegawai
Bidang Menengah Kejuruan dan Perguruan Negeri, Pegawa Bidang
Pendidikan Non Formal, Informal Dan Nilai Budaya, Pegawai Pendidik dan

Kependidikan

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun sekunder
dikumpulkan kemudian diklasifikasi dan dilakukan katagorisasi berdasarkan
pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan melalui penelitian ini dengan
analisa data mempergunakan Teknik Deskriptif Analisis kualitatif. Teknik ini
dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan dan data primer dan sekunder

kemudian menganalisa permasal ahan yang ada dengan teori-teori yang berkaitan.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.1 Kedudukan,Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan PsoYyawa Timur

Dinas Pendidikan merupakan unsure pelaksana oiot@enah, dipimpin
oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawahategung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah (sesuai dengmati?an Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 pasal 7).

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakanamry&merintah
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pemhbaitidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudgyatlg2) Dinas
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanam uli
bidang pendidikan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengamdingiasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

2.2 Susunan Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawaur terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :

1) Sub. Bagian Tata Usaha

40
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2) Sub. Bagian Penyusunan Program

3) Sub. Bagian Keuangan

Bidang Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Khusus, neesathi :
1) Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak
2) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar

3) Seksi Pendidikan Khusus

. Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan PendidikemeNbah

Atas, membawabhi :

1) Seksi Manajemen

2) Seksi Kurikulum

3) Seksi Sarana Prasarana

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruiaggi,
membawabhi :

1) Seksi Manajemen

2) Seksi Kurikulum

3) Seksi Sarana Prasarana

Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan nilbudaya,

membawahi :

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan

3) Seksi Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa



g.. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan , mevaba:

1) Seksi Tenaga Pendidik

2) Seksi Tenaga Kependidikan

3) Seksi Tenaga Pendidikan Non Formal dan Informal
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.
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C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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2. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berbasis transparansi pada Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait Peraturan Pemerintah nomor 10

tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil

Dari data yang di dapat penulis dan Sesuai denglamsfkajian, maka

penelitian difokuskan dinas pendidikan provinsigatimur. . mempertimbangkan

tingkat pendidikan responden, maka penulis mem8ihresponden sebagai

representatif dimana responden di pilih secara acBk bawah ini adalah

perkembangan penilaian hasil daftar penilaian gela#an pekerjaan dari masing-

masing responden

Tabel 1
Perkembangan DP3 Responden Tahun 2006 - 2008
Endang S Dwi H Sugeng s Heru D Fanani
060105601 060095110 0600652440 060095131 060088289
Gol lli/b Gol lll/a Gol lliid Gol liid Gol ll/d
staf staf staf staf staf
Unsur Yang Dinilai | 20 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 20 |20 |20 20 |20 |20
06 07 08 |06 |07 |08 |06 |07 |08 06 |07 |08 06 |07 |08
Kesetiaan 92 92 92 |92 |92 |92 |93 |93 |93 91 |91 |91 92 |92 |92
Prestasi Kerja 81 81 8 |79 |8 |8L (8 |85 |86 79 |79 |79 82 |82 |83
Tanggung Jawab 79 80 80 78 78 79 83 83 | 84 77 78 | 79 79 | 79 79
Ketaatan 79 79 79 |78 |78 |78 |82 |82 |82 77 |77 |78 79 |79 |79
Kejujuran 79 80 |80 |79 |79 |79 |82 |82 |82 77 |77 |78 79 |79 |79
Kerjasama 79 79 80 |78 |78 |79 |82 |82 |83 78 |78 |77 79 |80 |80
Prakarsa 80 80 |81 |77 |78 |78 |82 |82 |82 77|77 |77 79 |79 |80
Kepemimpinan - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah | 569 | 571 | 574 | 561 | 563 | 566 | 589 | 589 | 592 | 555 | 557 | 560 | 569 | 570 | 572
Rata-Rata | 81, 81, |82 |80, |80, |80, |84, |84, |84, |79, |79, |80, |81, |81 |81,
29 57 00 |14 |42 |8 |14 |14 |57 29 |57 |00 00 |40 |71

Sumber : data Primer,2009, diodh

2009

2l Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Prodasa Timur pada 4 agustus
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Nilai DP3 Endang S, antara tahun 2006-2008

02006 ®@m2007 0O2008

Nilai DP3 Dwi H, antara tahun 2006-2008

02006 ®@2007 DO2008

Nilai DP3 Sugeng S, antara tahun 2006-2008

93 93 93

STANOCOOTANOO

02006 ®@2007 DO2008
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Nilai DP3 Heru D, antara tahun 2006-2008

02006 @2007 0O2008

Nilai DP3 Fanani, antara tahun 2006-2008

02006 ®2007 0O2008

Berdasarkan tabel terlihat bahwa :

1. penilaian unsur kesetiaan pada seluruh responderpmeai nilai angka
yang tetap/tidak berubah selama 3 tahun berturut;tu ada
kecenderungan penilai mematok kriteria "amat bailih tidak perlu
diubah-ubah karena nilai unsur kesetiaan bagi paigawgeri sipil
merupakan harga mati tidak dapat ditawar-ditawamlafpun pada
kenyataannya sebagian pegawai negeri sipil lebihngotamakan

kepentingan pribadi daripada organisasi, denganilhemengorbankan
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tugas kantor demi keperluan pribadi (keluarga).

2. Rata-rata jumlah total penilaian daftar penilaislaksanaan pekerjaan
masing-masing responden hanya naik 2 poin setiapnfanampaknya
penilai cenderung memakai pola penilaian yang ssetiap tahun. Tidak
ada kenaikan secara radikal. Dan bahkan tidak aegatami penurunan
penilaian.

3. Rata-rata perubahan penilaian (cenderung naik)ehgaga unsur-unsur
prestasi kerja, tanggung jawab, kerjasama dan mak8edangkan unsur
ketaatan, kejujuran dan kesetiaan tidak berubadypsithun.

4. Perubahan nilai setiap unsur per tahun hanyagsaikpoin. Namun rata-
rata 2 tahun pertama cenderung sama atau tetap.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwailgie( atasan langsung
responden) dalam memberikan penilaian tidak skpgnifi dalam memberikan
perbedaan nilai setiap tahun. Kecenderungan mekalpegenilaian berarti pada
perilaku kerjanya, tetapi tidak cukup signifikan mieerikan perbedaan nilai
dibanding dengan loncatan prestasi kinerja bawatzarg dinilai atau bahkan
penurunan kinerjanya. Sedangkan penilaian moral etka dalam pekerjaan
cenderung diabaikan atau tetap setiap tahun. Pladabar ini (seperti kejujuran
dan ketaatan) sangat mudah dipantau oleh atasam gabses pekerjaan.

Ini berarti penilaian yang diberikan penilai (ataslngsung) kepada
bawahannya tidak sebanding dengan prestasi kemg yhcapai atau juga
kemunduran kinerjanya, ini tentu sangat merugikalard perkembangan karier
yang bersangkutan karena penilaian dalam daftarilapean pelaksanaan

pekerjaan setiap tahun terlihat stagnan. Jadi sasgjauh ini pola penilaian
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tersebut masih jauh dari apa yang disebut pembinaan

Perlu digarisbawahi bahwa motivasi kerja sanganditkan oleh suasana
kerja dan dorongan berprestasi yang diciptakan atakannya. Dan salah satu
bentuk dorongan tersebut melalui media daftar pex@h pelaksanaan pekerjaan.
Hal ini sejalan dengan Sistem manajemen kinerjada¢dra mengidentifikasikan,
mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkam,ngdamberi penghargaan
terhadap kinerja karyawan.
2. AnalisisHasil Kuesioner
Setelah melakukan analisis data sekunder terha@dmgan melalui daftar
penilaiaan pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masgponden untuk 3 tahun
terakhir serta perbandingannya, selanjutnya dilakulanalisis terhadap data

primer melalui pengambilan kuesioner bagi respondetapun hasil tersebut

dapat dilihat di bawah ini

Tabel 2

Hasil Kuesioner Penilaian Staf atau pegawai terhadap Daftar Penilaiaan
pelaksanaan pekerjaan

No

Pertanyaan

% Jawaban

Komentar

1

Apakah Saudara puas dengan
penilaian DP3 yang diberikan oleh
kepala bagian Saudara selama 3
tahun terakhir ?

0 30%
menyatakan puas

0 70% tidak puas

- Peniaian DP3
sepertinya hanya
formalitas, rajin
atau malas dinilai

sama saja.
o 0% sangat puas, |- Penilaian DP3 |
sangat tidak puas | fidak mempunyai
sistem yang

mampu menilai
secara tepat kinerja
seorang pegawai

- Ada bentuk
penghargaan dari
atasan terhadap
kinerja saya,
meskipun
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penilainnya masih
kurang jelas karena
hanya berdasarkan
penilaian subjektif
atasan

- Karena menurut
saya nilai sudah

memadai.
Apakah Saudara membaca ketentu- | o 20% menyatakan
an DP3 sebagaimana dalam PP No. pernah
10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan PNS ? 0 80% tidak pernah
0 0% lupa
Menurut Saudara, apakah penilaian | o 30% - Tidak ada
DP3 terhadap Saudara bermanfaat | menyatakan korelasinya dengan
bagi karier Saudara ? bermanfaat penghargaan
berupa promosi
maupun
o 70% gaji/tunjangan.
menyatakan tidak | Penghargaan
bermanfaat tersebut didasar-
0 0% sangat kan pada
bermanfaat, tidak senioritas.

bermanfaat

- Mayoritas hanya
berdasarkan
formalitas untuk
memenuhi
kebutuhan
penilaian akhir
tahun saja

- Kerier
dilingkungan
birokrasi sebagian
besar masih
berdasarkan
senioritas

- Kalo nilai DP3
tidak turun tidak
bisa naik pangkat.
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Apakah Saudara pernah
mengajukan keberatan terhadap
penilaian di DP3 yang dilakukan
oleh kepala bagian anda

o0 100% menyata-
kan tidak pernah

0 0% menyatakan
pernah.

- Karena saya
memandang DP3
hanya sebagai
formalitas dan tidak
memberikan
konstribusi
terhadap reward
dan punishment,
maka saya kurang
peduli terhadap
penilaian atasan
untuk DP3

- Sejauh ini belum
ada urgensinya
pengajuan
keberatan.

- Tidak ada
manfaatnya

- Karena saya
memanda-ng nilali
yang diberikan
sudah sangat
memuaskan.

Menurut Saudara, bagaimana seha-
rusnya penilaian DP3 yang objektif
itu

- DP3 selain dinilai
atasan langsung
juga dinilai oleh
sesama pelaksana.

- Berdasarkan
data-data
kuantitatif,
meskipun mungkin
pada pelaksananya
akan sulit.

- Punya sistem dan
prosedur, sehingga
pegawai yang
berkinerja baik
dapat dinilai
dengan baik dan
sebaliknya
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- Harus diberikan
kriteria rentang nilai
yang jelas, bisa
memberikan
kontribusi bagi
pegawai yang
dinilai (misalnya:
reward dan
punishment)

Menurut Saudara, apakah kepala
dinas ikut berperan dalam proses
penilaian DP3 yang objektif?

0 40% menyatakan
sangat berperan

0 40% berperan

0 20% tidak
berperan

0 0% sangat tidak
berperan

- Cenderung
menyetujui usulan
dari atasan
langsung.

- Penilaian memang
berasal dari usulan
atasan langsung.

- Karena atasan
atasan langsung
mengerti dan tahu
kinerja pelaksana
dibawahnya

- Jika atasan peduli
terhadap anak buah,
tentu ia akan
membimbing anak
buah supaya biasa
bekerja. Sehingga
oto-matis memantau
kegiatan bawahan
dari sini diharapkan
dapat memberikan
penilaian yang

objektif.
Apakah Saudara pernah 0 100% menyata-
menerima dan membaca petunjuk | kan tidak pernah
teknis/pelak-sanaan penilaian DP3 | o 0% menyatakan
yang dikeluar- kan oleh unit pernah.
pembina kepegawaian (Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur)
Hal lain yang ingin Saudara - DP3 hanya
ungkapkan sehubungan dengan formalitas

penilaian DP3

- DP3 haya rutinitas
saja.
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- Dalam penilaian
DP3 harus ada
kriteria penilaian
yang diketahui oleh
penilai maupun
yang dinilai dan
bersifat baku.

- Perlu ada
perubahan kriteria
yang dinilai maupun
metode pe-
nilaiannya.

- Buat sistem yang
lebih baik

- Kalau perlu ada
penilaian setiap
bulan dan pada
akhir tahu dibuat
rata-ratanya,
sehingga penilaian
bisa lebih relevan

Sumber : data Primer,2009, diola

Dari hasil kuesioner penilaian pelaksanan atau tedfadap penilaian
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan mereka ydimgai oleh atasan
langsungnya adalah 30% menyatakan puas, sebaik@y@ dari responden
menyatakan tidak puas. Ketidakpuasan ini bagi neerekrena peran daftar
penilaiaan pelaksanaan pekerjaan hanya sebagaalitasnsaja, karena tidak ada
perbedaan yang signifikan antara yang pelaksang yaalas, dan rajin, yang
berprestasi dan tidak. Selain itu penilaian dgftarilaiaan pelaksanaan pekerjaan

oleh atasan mereka sangat subjektif.

22 pengumpulan Data Penelitian Dari Responden
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Permasalahan lain adalah 80% dari pelaksana belembaca ketentuan
daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan sebagdurdidalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaid@kpanaan pekerjaan, hal
ini menyebabkan mereka secara pasif menanggapi Ipasilaian Daftar
penilaiaan pelaksanaan pekerjaan mereka. Apakahmaadaat hasil penilaian
daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan mereka adenkarirnya, 70%
menyatakan tidak bermanfaat dan hanya 30% menyatakananfaat.

Hal ini menurut responden karena selama ini hasihilgian daftar
penilaiaan pelaksanaan pekerjaan mayoritas hangladskan formatitas untuk
memenuhi kebutuhan penilaian akhir tahun saja,irseta umumnya kerier
dilingkungan birokrasi sebagian besar masih berdasasenioritas. Dalam
peranan kepala bagian dalam penilaian yang objeki-rata 80% menyatakan
berperan, hal ini karena penilaian atasan lang&ehgwahan juga dipengaruhi
oleh atasan atasan langsungnya.

Selanjutnya apakah responden pernah menerima darbawa petunjuk
teknis/pelak-sanaan penilaian daftar penilaiaanakgahaan pekerjaan yang
dikeluarkan oleh unit pembina kepegawaian (Dinasdiikan Provinsi Jawa
Timur) 100% menyatakan tidak. Hal ini menggambarkamangnya perhatian
Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timuhadap daftar penilaiaan

pelaksanaan pekerjaan

Tabel 3
Hasil Kuesioner Penilaian kepala bagian terhadap DP3
No Pertanyaan % jawaban Komentar
1 | Apakah Saudara puas o 50% puas - Penilaian yang
dengan penilaian Saudara dibuat
terhadap DP3 pegawai 0 50% tidak berdasarkan nilai/
selama 3 tahun terakhir? puas. angka history,
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0 0% sangat
puas dan sangat
tidak puas

bukan dari
record/catatan
tersendiri

atas prestasi atau
wanprestasi dari
bawahan.

- Kinerja yang
bersangkutan
memang bagus,
karena sesuai
dengan apa yang
saya lihat dan
dengar serta
merasarakan
sendiri tindak
tanduk dan
perilaku bawahan.

Apakah Saudara membaca
ketentu-an DP3 sebagaimana
dalam PP No. 10 Tahun 1979
tentang Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan PNS
?

0 50% pernah
0 50% lupa

0 0% tidak
pernah

Menurut Saudara, apakah
penilaian  Saudara  DP3
pegawai Saudara bermanfaat
bagi kariernya ?

o 50%
bermanfaat

0 50% tidak ada
pendapat

0 0% tidak dan
sangat tidak
bermanfaat

- Belum melihat
seberapa jauh
manfaatnya

- Sampai saat ini
hanya terbatas
pada pemberian
penghargaan
yang berupa
kenaikan pangkat
- Banyak
penugasan/
kesempatan
untuk tugas-tugas
pengem-bangan.

Apakah Saudara menerima
keberatan dari  pegawai
terhadap penilaian DP3 yang
Saudara lakukan ?

0 0% pernah

0 100% tidak
pernah

-Yang
bersangkutan
cukup puas

- Karena penilaian
berda-sarkan
kondisi masing-
masing individu
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dalam
melaksanakan
kegiatan

Menurut Saudara, bagaimana
seha-rusnya penilaian DP3
yang objektif itu?

- Penilaian yang
objektif tentu
dapat dilakukan
antara lain:
dengan
pengamatan atau
membuat catatan
kecil untuk hal-hal
yang
dilaksanakan.

- Adanya
informasi dari
atasan tentang
aturan main
dalam
pelaksanaan
suatu kegiatan

- Harus ada
penilaian pada
tugas-tugas
terten-tu.

- Terukur dengan
kriteria yang jelas.
- Harus ada
break-down
penilaian dengan
bobot-nya

Menurut Saudara, kepala
dinas ikut berperan dalam
proses penilaian DP3 yang
objektif?

0 100%
berperan

o 0% sangat
berperan, tidak
dan sangat tidak
berperan

- Karena harus
mengetahui hasil
penilaian
tersebut.

- Bagaimanapun
penilaian yang
diberikan
terhadap
bawahan harus
ada konfirmasi
dari kepala dinas
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7 | Apakah Saudara pernah | o 0% pernah
menerima dan membaca
petunjuk teknis/pelak-sanaan | o 100% tidak
penilaian DP3 yang dikeluar- | pernah

kan oleh unit pembina

kepegawaian (Dinas
Pendidikan ~ Provinsi  Jawa
Timur)

8 | Hal lain yang ingin Saudara - Bentuk DP3
ungkap-kan sehubungan selama ini belum
dengan penilaian DP3 mencerminkan

hasil penilaian
yang objektif.

- Perlu dipikirkan
penilaian yang
lebih objektif.

- Belum
mengukur potensi
pribadi seseorang
karena pribadi
masing-masing
berbeda.

- Perlu dibuat
hasil kerja
pegawai setiap
bulan

- Perlu dievaluasi
hasil kerja tiap
bidang/bagian

- Menilai sesuai
performance

Sumber: data Primer,2009, diolah
Dari hasil kuesioner terhadap penilaian kepala dragerhadap penilaian
Daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan yang memngéiaterhadap bawahan

langsungnya yaitu apakah mereka puas terhadapa@enimereka pada Daftar

% pengumpulan Data Penelitian Dari Responden
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penilaiaan pelaksanaan pekerjaan, 50% menyatakas gan 50% menyatakan
tidak puas. Ketidakpuasan ini disebabkan penilggarg dibuat berdasarkan nilai
atau angka history, bukan dari record atau cattgesendiri atas prestasi atau
wanprestasi pegawai. Oleh karenanya menurut respohdrus ada penilaian
tambahan untuk memback-up penilaian daftar peaajgelaksanaan pekerjaan
dan itu perlu dilakukan setiap bulan sebagai baeealuasi, prestasi kerja
bawahan. Dari analisis ini juga terlihat bahwa pleamaan para penilardter)
mengenai penilaian prestasi pegawai yang baik nrasitiah, hal ini dikarenakan
sebagian dari mereka (50%) pernah membaca tetajiltgpa terhadap peraturan
tentang daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaaehgr khususnya pengetahuan
tentang defenisi dari kedelapan unsur penilaiastase dan bagaimana penilaian
tersebut dilakukan dalam bentuk kuantitatif. Disargptu dalam proses penilaian
tidak didukung oleh data empiris sehingga penil@@amderung subjektif. Apakah
penilaian mereka didalam daftar penilaiaan pelak@anpekerjaan bermanfaat
bagi karier yang bawahan yang dinilainya 50% meakat bermanfaat dan 50%
tidak berpendapat (memilih). Namun hal yang mendai komentar responden
adalah bahwa mereka belum melihat seberapa jaulfaatadari penilaian
tersebut, karena baru terbatas pada pemberian agegim kenaikan pangkat
yang memang naik secara reguler atau penghargagsulag seperti memberikan
kesempatan mengikuti tugas-tugas pengembangannj@elm apakah ada
keberatan dari bawahan langsung terhadap pendaiféar penilaiaan pelaksanaan
pekerjaan yang mereka lakukan, 100% menyatakak tida karena penilaian
dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing individalam melaksanakan

kegiatan.
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Namun menurut beberapa responden (staf) yang cineavai
dikarenakan tidak ada keberanian untuk melakukaberdatan, hal lain
dikarenakan angka yang diberikan mengalami kenaikaaupun maksimal naik
2 poin dan juga ditambah alasan senioritas yangbuatrbeberapa staf merasa
“sungkan” untuk melakukan keberatan. Sedangkan gpatddari responden
terhadap bagaimana seharusnya penilaian daftda@am pelaksanaan pekerjaan
yang objektif itu beberapa komentar yang diberikatara lain bahwa penilaian
yang objektif tentu dapat dilakukan antara laimghn pengamatan atau membuat
catatan kecil untuk hal-hal yang dilaksanakan, gaamformasi dari atasan
tentang aturan main dalam pelaksanaan suatu kegip¢milaian kinerja harus
terukur dengan kriteria yang jelas, serta harusbadak-down penilaian dengan
bobotnya.

Apakah kepala dinas responden ikut berperan daleoeep penilaian
Daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan yang abjeki00% menyatakan
berperan hal ini dikarenakan kepala dinas harugetahui hasil penilaian atasan
bawahannya dalam bentuk konfirmasi. Yang menarikladd 100% responden
menyatakan tidak pernah menerima dan membaca pktielknis/pelaksanaan
penilaian daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaarg ydikeluarkan oleh unit
pembina kepegawaian (Dinas Pendidikan Provinsi Jamar).

Beberapa komentar responden sehubungan denganaipenitiaftar

penilaiaan pelaksanaan pekerjaan adalah :

a) Bentuk daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaanmselani belum

mencerminkan hasil penilaian yang objektif.



b)

d)

e)

f)

berbeda.

Perlu dipikirkan penilaian yang lebih objektif.

Perlu dibuat hasil kerja pegawai setiap bulan

Menilai sesuai performance

Perlu dievaluasi hasil kerja tiap bidang-bagian
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Belum mengukur potensi pribadi seseorang karereagirimasing-masing

Komentar-komentar ini menggarisbawahi bahwa ekssstdaftar penilaiaan

pelaksanaan pekerjaan perlu dipertanyakan kemlzaknk adanya keraguan

bahwa hasil

daftar

penilaiaan

pelaksanaan

pekerjaansebut

menggambarkan secara akurat kinerja pegawai neigéri

Tabe 4
Hasil Kuesioner Penilaian kepala dinasterhadap DP3
No Pertanyaan % jawaban Komentar
1 | Apakah Saudara puas Karena nilai tiap-

dengan penilaian Saudara
terhadap DP3 kepala
bagian selama 3 tahun

Puas (100%)

tiap unsur dalam
DP3 diatas 76
sehingga tidak

menerima keberatan dari

terakhir? mengganggu
karier bawahan
langsungnya
2 | Apakah Saudara
membaca ketentu-an DP3 | Pernah (100%)
sebagaimana dalam PP
No. 10 Tahun 1979
tentang Penilaian
Pelaksanaan  Pekerjaan
PNS ?
3 | Menurut Saudara, apakah | Tidak
penilaian Saudara DP3 | bermanfaat
kepala bagian Saudara | (100%)
bermanfaat
bagi kariernya ?
4 | Apakah Saudara | o 0% pernah Karena nilai setiap

umur yang

bisa
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kepala bagian terhadap | o 100% tidak diberikan diata (76)

penilaian DP3 yang | pernah (_baik)sehingga

Saudara lakukan ? tidak pernah ada
keberatan dari
pegawai yang
dinilai

5 | Menurut Saudara, Sesuai dengan hasil
bagaimana seha-rusnya kerja
penilaian DP3 yang
objektif itu?

6 | Apakah Saudara pernah | o 0% pernah
menerima dan membaca
petunjuk teknis/pelak- | o 100% tidak
sanaan penilaian  DP3 | pernah
yang dikeluar- kan oleh
unit pembina kepegawaian
(Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timu?

7 |Hal lain yang ingin Unsur-unsur dala
Saudara ungkap-kan DP3 perlu
sehubungan dengan disederhanakan :
penilaian DP3 o Disiplin

0 Prestasi kerja

0 Prakarsa

0 Kerjasama

o Tanggung jawab
0 Kepemimpinan
Faktor yang dinilai
supaya
disesuaikan
dengan kom-
petensi tugas

Sumber : data Primer,2009, diofd
Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menurut lkeplnas dari

4 pengumpulan Data Penelitian Dari Responden
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pelaksana yang dinilai bahwa nilai daftar penilggetaksanaan pekerjaan sedapat
mungkin aman untuk pelaksana dengan batas minim@m(kiteria baik)
sehingga tidak mengganggu Kkarier apabila secaranaidr nilai tersebut
mempengaruhi karier mereka sesuai dengan aturaNieyaun tindakan ini tentu
tidak bersifat membina. Hal lain yang menarik addaresponden menginginkan
adanya penyesuaian pola daftar penilaiaan pela&sameekerjaan dengan
kompetensi tugas selain penyederhanaan unsur-yasgrdinilai khususnya pada
itemnya.

Hasil analisis data sekunder (hasil penilaian dafmilaiaan pelaksanaan
pekerjaan responden) serta data primer (melalusiGner) mempunyai garis
kesamaan yaitu kurangnya objektif dalam penilai@itad penilaiaan pelaksanaan
pekerjaan, mengapa demikian.

Hal ini sesuai dengan identifikasi permasalahanwbalpelaksanaan
penilaian kinerja staf pada Dinas Pendidikan Pivilawa Timur belum sesuai

dengan maksud dan tujuan penilaian berdasarkaanayang berlaku

3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan penilaian
kinerja pada pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Dari data yang di dapat tentang pelaksanaan panilkinerja pegawai
pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur , terlgua sedikit kekurangan yang
mengakibatkan kurang puasnya dari staf atau pegsati@igai pihak yang dinilai
sehingga efektifitas dan fungsi dari penilaian Kedersebut menjadi kurang

efektif.
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Faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut dita yang di dapat
pada lapangan di katagorikan menurut jabatan dauckg&annya diantaranya
yakni :

1. Pegawai atau Staf

a. rendahnya pemahaman ketentuan Daftar penilaiaan pelaksanaan

pekerjaan
rendahnya pemahaman responden terhadap ketentuléar geenilaiaan
pelaksanaan pekerjaan dikarenakan kurang dibeiik@nmasi secara utuh
mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 18%6rta lampirannya.
Untuk mengatasi hal ini pihak organisasi dalam imal Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu mensosialkgasiaturan ini secara
utuh.

b. Tidak pernah melakukan keberatan
Salah satu ketentuan penilaian bahwa pegawai nsipdriyang dinilai dapat
mengajukan keberatan baik seluruhnya atau sebabe&om dipahami
responden. Untuk itu dengan sosialisasi diatasrajtkan permasalahan ini
dapat diatasi. Namun hal ini tentu didukung oleasah atau pejabat yang
bersangkutan untuk mendorong dan memberikan ruangvdktu yang dinilai
untuk melakukan keberatan jika dirasa perlu meldialog yang sifatnya
kekeluargaan.

2. Kepala bagian

a. Pemahaman penilaian kinerja masih rendah
Seperti halnya staf, kepala bagian(sebagai penjlmg kurang diberikan

informasi secara utuh mengenai ketentuan tersdimlt,ini menyebabkan
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kepala bagian kurang memahami defenisi dari kedalapnsur penilaian
prestasi dan bagaimana penilaian tersebut dilakdk#éam bentuk kuantitatif.
Faktanya penilaian dilakukan dengan melihat dafiamilaiaan pelaksanaan
pekerjaan staf tahun yang lalu kemudian nilai beyeeitem dinaikan beberapa
point ( rata-rata naik 2 poin) tanpa memahami damperhatikan maksud
item yang dinilai. Jalan keluar dari permasalahan adalah melakukan
pelatihan terhadap atasan langsung dalam melakda@taian prestasi. Salah
satu keahlian yang perlu diberikan adalah teknikvavecara yang efektif
terutama wawancara dalam penilaian prestasi bawadema mengurangi
faktor subjektivitas dalam penilaian. Hal ini hadiginjang dengan komitmen
yang tinggi dari atasan langsung dalam memahamiilagam Kinerja

berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Kurang melihat data pendukung

Dalam menilai daftar penilaiaan pelaksanaan pekergaf, atasan langsung
kurang didukung dengan data pendukung dari catptastasi yang hanya
menilai berdasarkan ingatan saja ataupun wanpregtasg dinilai, ambil
contoh misalnya dari unsur ketaatan didalam melakugenilaian, penilai
perlu melihat data absensi pegawai yang dinilaadaabian Absensi Pegawai
kerena ada kalanya staf tidak masuk kerja ataandydt masuk kerja dan atau
lebih cepat pulang dari waktu jam kerja yang ditkah tanpa alasan yang sah,
tetapi tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam ketgam waktu 1 (satu) tahun.
Namun data pendukung ini sering diabaikan perilatuk itu diperlukan input

dari unit atau bidang lain untuk menilai komitmeregpwai (atau



64

memanfaatkan), seperti laporan penilaian pelaksarms@Emeriksaan untuk
digunakan sebagai input yang sangat berharga beggra(penilai) agar dapat
menilai konsistensi kinerja pegawai.

c. Kurangnya Pembinaan Mealui Daftar Penilaiaan Pelaksanaan
Pekerjaan

kepala bagian dalam memberikan penilaian harus amatiga pekerjaan staf
secara mendalamjg¢b analysis ) sehingga dapat membandingkan antara hasil
pekerjaan dilakukan selama setahun dibanding detgaoksinya. Sehingga
penilaian Daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaaapatd diandalkan
keakuratannya, hal ini secara langsung maupun tafaisung akan membina

stafnya untuk selalu mengoptimalkan kinerjanya gatan selanjutnya.

3. Kepaladinas

a. Lebih mengamankan angka Batas minimum
Pada dasarnya pengukuran kinerja melalui daftanlgs@an pelaksanaan
pekerjaan menggunakan metdsiephic Rating Scale (GRS) yang mempunyai

empat kelemahan mendasar, yaitu

1) hallo effect, yaitu kepuasan seorang atasan langsung mempéngaru
penilaian atas aspek yang lain.

2) Central tendency, yaitu atasan langsung tidak mau ambil pusing aeng
urusan daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaamggghimenganggap semua
bawahannya mempunyai nilai rata-rata.

3) Leniency or dtrictness, dimana atasan langsung cenderung menganggap
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semua bawahan sama bagusnya, sehingga menghasiakiecewa bawahan.
Mengamankan angka batas minimum ini sejalan derigdemahan-

kelemahan dari metode penilaian pada daftar paailapelaksanaan pekerjaan

ini. Untuk mengatasi hal ini, penilaian daftar peisian pelaksanaan pekerjaan

bawahan semestinya dalam kerangka manajemen kigarjg terintegrasi,

yaitu mengaitkan dengan kegiatan perencanaan pegawmosi, pendidikan

dan pelatihan, serta kompensasi juga melibatkanlapedari luar, dengan

demikian penilaian tersebut akan menghindari kebfem&kelemahan diatas.

b. Kurang memberi kesempatan umpan balik penilaian bawahan
Harus diciptakan budaya korektif, sehingga dapaifg& suasana yang lebih
terbuka dan komunikatif, hal ini dapat mendorondivasi yang dinilai untuk

selalu memperbaiki diri dan berkembang.

4. Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Bagi pembina dalam hal ini sekretariat Dinas Pahkdid Provinsi Jawa
Timur harus secara konsisten dan mempunyai komitorénk menggunakan
daftar penilaiaan pelaksanaan pekerjaan sebagan lpgntimbangan terhadap :

a) kenaikan pangkat

b) penempatan dalam jabatan

c) kenaikan gaji berkala

d) pemindahan (mutasi)
Hal ini sejalan dengan kegunaan Daftar penilaiadakganaan pekerjaan tersebut

pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979
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4. Upaya-Upaya yang Dapat Mengatass Hambatan-Hambatan Dalam
pelaksanaan penilaian kinerja pada pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan
Provins Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun
1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Demi untuk menunjang suksesnya Dalpelaksanaan penilaian kinerja
pada pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Preivdawa Timur berdasarkan
Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentaftgrdRenilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) yang telah menjadi cita-cita sélyragawai negeri Indonesia,
kiranya perlu untuk mencari jalan keluar untuk negagi faktor-faktor yang telah
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penilaiarrjgaketerhadap pegawai
negeri sipil.

Untuk itu khususnya pihak Dinas Pendidikan Prewvilawa Timur yang
terkait dalam melakukan penilaiaan harus lebih w&afisasikan lagi tentang
mekanisme dalam penilaian dan transparansi dariapanyang di lakukan oleh
pejabat penilai terhadap bawahannya sehingga &imei para pegawai benar-
benar terpantau.

Selain itu pentingnya Daftar Penilaian PelaksanBakerjaan sebagai
tolak ukur dari kinerja para pegawai sehigga dapdihat mana pegawai yang
baik kenerjanya dengan pegawai yang kurang baikrjanya,sehingga dalam
mengoptimalkan penilaian ini Dinas Pendidikan PmeviJawa Timur sedang
berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangawgy wglama ini banyak
menghambat proses penilaian kinerja pegawai, deamya :

1. Lebih mengefektitkan lagi peran daftar penilaianlakganaan

pekerjaan (DP3) yakni dengan melakukan penilaian daftar
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penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) secara lé&faihsparansi
terutama dalam poin-poin penilaian yang tertulisdgogoeraturan
pemerintah nomor 10 tahun 1979 pasal 4 ayat 2 dirpajabat penilai
harus benar-benar harus transparan dan memili&ipgidukung yang
kongrit sehingga tidak terkesan asal-asalan.

. Perlu adanya upaykekeluargaan dari pejabat penilai terhadap setiap
hasil penilaian kinerja pegawai bila ada yang kgranas atas hasil
dari penilaian sehingga mendapat jalan keluar Yeaigberupa solusi-
solusi yang bisa membangun bagi pegawai sehinggarjanya di
kedepanya bisa lebih baik lagi.

. Semua pihak lebih memahami dan mempelajari tentats cara
penilaian sehingga penilaian lebih transparansi tidak bersifat
subjektif sehingga di harapkan kinerja para pegdviga terus lebih

maju dan baik.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan dan hasil pembahaska, daat ditarik
beberapa kesimpulan tentang Pelaksanaan Penilai@rj& Pegawai Berbasis
Transparansi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nbén@dahun 1979 Tentang
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)” (StiudDinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Berbasis spaaansi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahu@ T6iitang Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)” (Studi dia®iPendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya) dirasa masih kyefektif.

2. Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Berb@isansparansi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahu@ T6iitang Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)” (Studi dia®iPendidikan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya) terdapat beberégdor yang
menyebabkan penilaian kinerja pegawai kurang maisifaktor yang
menyebabkan kurang maksimalnya penilaian kinerjgapei di bagi
berdasarkan kedudukan dan jabatanya yakni aniara la
1. Pegawai atau Staf
a. rendahnya pemahaman ketentuan daftar penila@elaksanaan
pekerjaan.

b. Tidak pernah melakukan keberatan.

68
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2. Kepala bagian

a. Pemahaman penilaian kinerja masih rendah.

b. Kurang melihat data pendukung

c.Kurangnya pembinaan melalui daftar penilaiaan akssinaan
pekerjaan

3. Kepala dinas

a. Lebih mengamankan angka Batas minimum.

b. Kurang memberi kesempatan umpan balik penilaiarabaw.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merkpgdtan saran-saran
sebagai berikut :

1. Lebih mengefektifkan lagi peran daftar penilaianlakganaan
pekerjaan (DP3) yakni dengan melakukan penilaiam daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) secara lehifsparansi
terutama dalam poin-poin penilaian yang tertulislgp@eraturan
pemerintah nomor 10 tahun 1979 pasal 4 ayat 2 dinpapabat
penilai harus benar-benar harus transparan dan likiemata
pendukung yang kongrit sehingga tidak terkesan-asabn dan
merevisi undang-undang 43 tahun 1999 tentang lkeeysgn yang
mengatur tentang daftar penilaian pelaksanaan jaekesehingga
tidak multi tafsir tentang kegunaan dan manfaatrserta
memberikan atau membuat akibat hukum bagi pardaefenilai

bila terjadi pelanggaran terhadap daftar penilapiaksanaan
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pekerjaan sehingga memiliki kepastian hukum yanggkaot

sebagai produk dari undang-undang.

. Bagi Pegawai

a. Pegawai harus mengerti peran dan fungsi dari daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan itu sendiri karpeailaian
tersebut memiliki ketentuan yang sangat bergunanddaitanya
hak dan kewajiban sebagai pegawai dan optimaligkasrja

mereka sebagai pegawai negeri sipil.

b. Pegawai harus lebih kritis dalam menanggapi pemilai
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sehinggaiptizr

transparansi dalam penilaian sesuai keadaan yaegaya.

Bagi Kepala Bidang

Kepala bidang harus benar-benar mengetahui dan likiemi
data pendukung yang kongkrit dalam melakukan penila
terhadap bawahaannya sehingga tercipta penilaiamg ya
transparansi sehingga tidak merugikan bawahanyg giaai.
Bagi Kepala Dinas

Kepala dinas disini dituntut harus benar-benar ilem
leadership yang bijaksana dalam melakukan penilaian terhadap
bawahanya dan tidak sungkan melakukan koreksi tatgdi

kesalahan dalam penilaian terhadap bawahanya damraaerima
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kritik dan saran yang menyangkut tentang penil&iaerja para
pegawainya sehingga dapat lebih mengoptimalisaségirkinerja
para pegawai dan hak dan kewajiban yang diterirah pkgawai
menyangkut penilaian daftar penilaian pelaksanagkenman ini

bisa terpenuhi.
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